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KATA SAMBUTAN

 Universitas Budi Luhur (UBL) berkomitmen penuh terhadap upaya melawan 
kekerasan seksual di kampus, sebagaimana landasan utama nilai-nilai kebudiluhuran. 
Tidak ada ruang dan kesempatan bagi kejahatan kemanusian tersebut di kampus UBL. 
Kesungguhan melawan kekerasan seksual dibuktikan dengan terbitnya Peraturan 
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus. Hal tersebut 
sebagai upaya serius dan bukti dari komitmen penuh bagi upaya menciptakan kampus 
Zero Tolerance terhadap kekerasan seksual. Peraturan ini refleksi dari nilai-nilai 
kebudiluhuran, mdan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan 
dan Penanganan Kekerasan Seksual.

 Universitas Budi Luhur sejatinya merupakan rumah bersama warga kampus yang 
secara bersama-sama sepatutnya mewujudkan keamanan, kenyamanan dan 
keharmonisan, sehingga proses belajar mengajar dan kerja dapat tumbuh dengan 
menggembirakan.
Faktanya berbagai bentuk kekerasan seksual dan berbagai bentuk kekerasan lainnya 
yang dialami perempuan dan anak terjadi karena ‘relasi kuasa’ yang tidak seimbang 
antara laki-laki dan perempuan atau antara nilai-nilai kebudiluhuran.

  Dalam upaya perlindungan bagi korban dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku, 
maka berbagai ketentuan yang dirancang atas dasarkan pertimbangan penyelesaian 
kekerasan seksual wajib berdasarkan perspektif korban; menjamin hak-hak korban dan 
kebe langsungan pendidikan korban. Sedangkan pelaku mendapatkan hukuman sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, sehingga ada efek jera untuk tidak mengulang perilaku
kekerasan seksual. Namun, pelaku tetap diberikan ruang untuk dapat pulih dari perilaku
buruk dan tidak berbudi luhur. Semoga peraturan ini bermanfaat bagi terwujudnya 
kampusyang aman, nyaman dan menggembirakan tanpa kekerasan seksual. Hidup 
dalam harmoni yang berkeadilan, setara dan ber kebudiluhuran.
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KATA PENGANTAR

 Pedoman Perlindungan bagi korban dan ketentuan sanksi sangat diperlukan bagi 
penanganan kekerasan seksual. Kampus harus mewujudkan rasa aman, nyaman dan 
menggembirakan bagi semua warga kampus dari kekerasan seksual. Di tengah upaya 
melwan kekerasan seksual, maka ketersediaan peraturan yang menjadi landasan dalam 
mem tuskan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kampus. Pedoman dirancang 
berdasarkan nilai-nilai kebudiluhuran dan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 Tentang 
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. 
 Sejatinya kampus menjadi salah satu ruang dan tempat yang paling aman bagi 
siapapun, terutama bagi mahasiswa (i), dosen, dan tenaga kependidikan. Namun, 
faktanya kekerasan seksual dialami warga kampus, terutama perempuan. Menurut hasil 
survei Kemendikbud Ristek di 79 kampus pada 29 kota di Indonesia terkait kekerasan 
seksual di lingkungan perguruan tinggi, temuannya 77% dosen mengaku faktanya 
kekerasan seksual pernah terjadi di kampusnya. Ironisnya korban kekerasan umumnya 
adalah perempuan. Nadiem Makarim (Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan 
Teknologi RI) pada Webinar Sosialisasi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 
menyatakan bahwa “Korban kekerasan seksual 90% perempuan, tapi bukan hanya 
perempuan, laki-laki pun menjadi korban kekerasan seksual”. 
 Berbagai bentuk kekerasan seksual dan berbagai bentuk kekerasan lainnya yang 
dialami perempuan dan anak terjadi karena ‘relasi kuasa’ yang tidak seimbang antara 
laki-laki dan perempuan atau antara berbagai unsur dan komponen masyarakat. 
Ketidakadilan dan ketidaksetaraan merupakan refleksi dari manusia-manusia yang 
mengabaikan nilai-nilai kebudiluhuran. Pengabaian terhadap nilai-nilai luhur melahirkan 
manusia yang hanya mementingkan diri sendiri, serakah, tidak toleran, dan berbagai sifat 
buruk yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. 
 Dalam upaya perlindungan bagi korban dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku, maka 
Peraturan PPKS untuk menjadi landasan dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan 
seksual. Penyelesaian kasus wajib berdasarkan perspektif korban; korban harus terpenuhi 
hak- haknya, sehingga terjaga merasa aman dan terlindungi. “Korban tidak bertubi-tubi 
menjadi korban”, stigma ini harus dihilangkan dan menjamin keberlangsungan 
Pendidikan korban.  Sedangkan pelaku dijatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, sehingga ada efek jera untuk tidak mengulang perilaku kekerasan seksual.
 Semoga peraturan ini bermanfaat bagi terwujudnya kampus yang aman, nyaman 
dan menggembir kan tanpa kekerasan seksual. Hidup dalam harmoni yang berkeadilan, 
setara dan ber kebudiluhuran. Panduan ini hendaknya dipatuhi, dijalankan dan 
tindaklanjuti oleh Satgas PPKS Universitas Budi Luhur agar upaya melawan kekerasan 
seksual menjadi sumber untuk mewujudkan manusia-manusia UBL yang cerdas dan 
berbudi luhur.

Mewujudkan Kampus Tanpa Kekerasan Seksual 
Untuk Umat dan Indonesia Cerdas Berbudi Luhur

Jakarta, 05 Juli 2024
Suhanah Women and Youth Center (SWYC)
& Satgas PPKS Universitas Budi Luhur,
Ketua,

Dr. Umaimah Wahid, M.Si
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